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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Implementasi  Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 

Tentang Pembinaan Atlet Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Dinas 

Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung)” ini ditulis oleh Muhammad 

Sahrul Munir, NIM 126103213268, Pembimbing Ladin, S.H.I., M.H NIP. 

198104062023211010 

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pembinaan Atlet, Cabang Olahraga Bulu 

Tangkis 

Olahraga sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan dari masyarakat 

Indonesia. Implementasi dari PBSI dan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung 

dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 pada pembinaan atlet 

cabang olahraga bulu tangkis, prestasi atlet yang semakin meningkat, memunculkan 

tantangan dalam pembinaan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan 

prasarana, serta koordinasi yang tidak optimal antara pemerintah dan organisasi 

olahraga masih menjadi hambatan.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana implementasi PBSI 

dan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam pembinaan atlet cabang 

olahraga bulu tangkis berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022?, 2) 

Bagaimana implementasi pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam 

mengembangkan program pembinaan atlet cabang olahraga bulu tangkis dalam 

perspektif Fiqih Siyasah?.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PBSI dan 

pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan atlet cabang olahraga bulu tangkis  

di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022. 

Bukan hanya itu saja penelitian untuk melihat implementasi pemerintah daerah 

Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan program pembinaan atlet cabang 

olahraga bulu tangkis dalam perspektif Fiqih Siyasah.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian 

ini adalah: 1) implementasi UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam 

pembinaan atlet bulu tangkis di Kabupaten Tulungagung. Fokus utamanya adalah 

peran PBSI dan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menciptakan sistem pembinaan 

yang terstruktur dan berkualitas. PBSI berperan dalam sertifikasi pelatih, 

pengelolaan klub, dan penyelenggaraan kompetisi, sementara Dinas Pemuda dan 

Olahraga mendukung pengembangan program pembinaan atlet berbakat. 

Pembinaan dimulai sejak dini melalui deteksi bakat oleh guru PJOK, dengan 

penekanan pada aspek teknis, fisik, mental, dan karakter atlet. Pemerintah daerah 

bersama PBSI, KONI, dan pihak terkait juga menyelenggarakan pelatihan intensif 

dan kompetisi untuk mengevaluasi dan mendorong prestasi atlet menuju tingkat 

provinsi dan nasional. 2) Dalam perspektif Fiqih Siyasah, pembinaan atlet cabang 

olahraga bulu tangkis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung merupakan 

wujud tanggung jawab negara untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan 

sosial. Upaya ini mencakup pembangunan infrastruktur olahraga, dan program 
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pembinaan yang inklusif serta berkelanjutan. Prinsip maslahah diwujudkan melalui 

akses fasilitas bagi seluruh masyarakat, dan prinsip keadilan melalui kesetaraan 

tanpa diskriminasi. Keterlibatan masyarakat serta organisasi olahraga melalui 

prinsip syura menciptakan pembinaan yang partisipatif dan progresif, dengan 

harapan melahirkan atlet yang berprestasi dan berakhlak mulia 
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ABSTRACT 

The thesis with the title "Implementation of Law Number 11 of 2022 concerning 

the Development of Athletes in the Perspective of Fiqih Siyasah (Case Study of 

the Tulungagung Regency Youth and Sports Office)" was written by Muhammad 

Sahrul Munir, NIM 126103213268, Supervisor of Ladin, S.H.I., M.H NIP. 

198104062023211010 

Keywords: Local Government, Athlete Development, Badminton Sports 

Sports have become an integral part of Indonesian society. The 

implementation of PBSI and the local government of Tulungagung Regency in 

implementing Law Number 11 of 2022 on the development of badminton athletes, 

the increasing achievements of athletes, raising challenges in coaching such as 

budget limitations, lack of facilities and infrastructure, and suboptimal 

coordination between the government and sports organizations are still obstacles.  

The formulation of the problems in this study: 1) What is the role of PBSI 

and the local government of Tulungagung Regency in implementing Law Number 

11 of 2022 on the development of badminton athletes?, 2) What is the role of the 

local government of Tulungagung Regency in developing the badminton sports 

athlete development program in the perspective of Fiqih Siyasah?.  

This study aims to find out PBSI and local governments in coaching 

badminton athletes in Tulungagung Regency based on Law Number 11 of 2022. Not 

only that, the research is to see the role of the local government of Tulungagung 

Regency in developing a program for coaching athletes in the sport of badminton 

in the perspective of Fiqih Siyasah.  

The research method used in this study is qualitative research using an 

Empirical Juridical approach. The results of this study are: 1) the implementation 

of Law No. 11 of 2022 concerning Sports in the development of badminton athletes 

in Tulungagung Regency. The main focus is the role of PBSI and the Youth and 

Sports Office in creating a structured and quality coaching system. PBSI plays a 

role in coach certification, club management, and competition organization, while 

the Youth and Sports Office supports the development of talented athlete 

development programs. Coaching begins early through talent detection by PJOK 

teachers, with an emphasis on technical, physical, mental, and character aspects of 

athletes. The local government together with PBSI, KONI, and related parties also 

held intensive training and competitions to evaluate and encourage athletes' 

achievements towards the provincial and national levels. 2) In the perspective of 

Fiqih Siyasah, the development of badminton athletes by the Regional Government 

of Tulungagung Regency is a form of state responsibility to realize social benefits 

and justice. These efforts include the development of sports infrastructure, and 

inclusive and sustainable coaching programs. The principle of maslahah is realized 

through access to facilities for the entire community, and the principle of justice 

through equality without discrimination. The involvement of the community and 

sports organizations through the principles of shura creates participatory and 

progressive coaching, with the hope of producing athletes who are outstanding and 

have noble character 
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